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NOMOR 20 TAHUN 193986

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN RAKYAT
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 11 SURABAYA

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan dan
kesejahteraan rakyat, diperlukan 1iklim wusaha

yang dapat mendorong pengembangan usaha
peternakan rakyat dengan ialan mengadakan
pembinaan, penertiban dan pengaturan dibidang
usaha peternakan guna menggali sumber-sumber
Pendapatan AsTid Daerah, serta sebagai
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha
Peternakan ;

bahwa untuk meiaksanakan maksud tersebut dalam
konsideran huruf a diatas, perlu menetapkan
ketentuan tentang Pendaftaran Usaha Peternakan
Rakyat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,
dengan suatu Peraturan Daerah.

Undang—-undang Gangguan ( Hinder Ordonantie )
Statsblat 1926 Nomor 226 sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Staatsbiad 1940
Nomor 14 Tahun 450 ;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1850 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / .Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah
diubah dengan uUndang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

Undang-undang Nomor 12 Drt. Tabhun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

Undang—undang Nomor 5] Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan
Kesehatan Hewan ;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1882 tentang
Ketentuan—-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup ;



Dengan

Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14,

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977
tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan
dan Pengobatan Penyakit Hewan;

Peraturan Pemarintah Nomor 16 Tahun 1877
tentang Usaha Peternakan ;
Peraturan Pemarintah Nomor 51 Tahun 1993
tentang Anaiisis Mengenai Dampak Lingkungan :
Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras ;
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Pedoman Penyvederhanaan dan Pengendalian

Perizinan di Bidang Usaha ;

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor
362/KPTS/TN.120/5/1990 tentang Ketentuan
dan Cara Pelaksanaan Pemberian Ijin dan

Pendaftaran uUsaha Peternakan ;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1I1I
Surabaya 1 Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang
Leges Junctis Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
1987 dan Nomor 5 Tahun 1990;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1I1I
Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1I1
Surabaya Nomor 3 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Surabaya ;

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I}
Surabaya Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pemberian
Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-
undang Gangguan {(HO) dalam Wilayah Kot amadya
Daerah Tingkat II Surabavya.

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabava,

MEMUTUSIKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11
SURABAYA TENTANG PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN
RAKYAT DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I ..........



KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud
dengan -
a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya

=1
.

[
)

PDaerah Tingkat 11 Surabaya ;
Waiikotamadyva Kepala Daerah, adalah Waliikota-
madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Surabaya ;

Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan
Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II Surabava ;
Kepaia Dinas Peternakan Daerah, adalah Kepala
Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Surabava

Kas Pemerintah Daerah, adalah Kas Pemerintah
Kotamadya Daerah Tingkat 1II Surabaya ;

Hewan . adalah semua binatang yang hidup di
darat baik yang dipelihara maupun yang hidup
secara liar

Ternak, adalah hewan piaraan vang kehidupannya

yakni mengenai taempat berkembang biak dan
manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia
serta dipeiihara khusus sebagai penghasil
bahan dan untuk memberikan jasa yang berguna
bagi kelangsungan atau kepentingan hidup

manusia ;
Peternak, adailah orang atau Badan Hukum dan
atau buruh peternakan, yang mempunyai mata
pencaharian sebagian atau seluruhnya bersumber
pada peternakan ;

Peternakan, adalah pengusahaan ternak ;

Perusahaan Peternakan, adalah suatu usaha
peternakan yang dijalankan secara teratur dan
terus menerus pada suatu tempat dan dailam
jangka waktu tertentu untuk tuiuan komersial
yang meliputi kegiatan yang menghasiikan
ternak / ternak bibit / ternak potong, telur,
daging serta usaha menggemukkan suatu jenis
ternak termasuk mengumpulkan ternak meieshihi
dari jumlah vang ditetapkan untuk tiap jenis
ternak pada peternakan rakyat ;



1.

Usaha Paternakan Rakyat, adalah suatu kegiatan
usaha peternakan vang menyelenggarakan peternakan
ayam peteior/ ayam pedaging / itik, angsa, dan
atau Entok / Kalkun / Burung puyuh / Burung Dara /
Burung perkutut/ Surung walet / Kambing dan atau
Domba / 3=2bi / Sapi Potong / Sapi Perah / Xerbau /
Kuda / XKelinci / Rusa / Anjiing termasuk usaha
pardagangsn binatang kesayangan {animal pet},
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini:

Budidaya, ad
hasii-hasil t
konsumen

iah Kegiatan untuk memproduksi
nak dan hasii ikutannya bagi

Pemberantasan penyakit hewan menular, adalah
Semua t indakan untuk mencegah timbulnya,
teriangkitnya dan menialarnya penyakit hewan ;

Tanda Pendaftaran lisaha Peternakan Rakyat,
adalah tanda nendaftaran tertuiis atas
usaha peternakan yang diberikan oleh
Walikotamadysa Kepaia Oaerah ;

H

|AR  I1
KETENTUAN JUMLAH USAHA PETERNAKAN RAKYAT

N

Pasal

Dapat dikatakan csehagai usaha peternakan

rakyat., apsbila memnunvai  iumiah ternak atau
jumlah produksi sebagai berikut :

a.

Lisaha opeternakan avam petelor vang memiliki
jumlah kurang dari 10.000 ekor, dengan minimal
pemilikan 500 ekor ;

lisaha patarnakan ayam pedaging yang atau
memiTiki jumiah kurang dari 15.000 ekor, dengan
minimal pemilikan 300 ekor setiap periode

pemeliharaan ;
Usaha neternakan itik yang memiiiki jumlah
kurang dari 10.000 ekor itik dengan minimal
pemilikan 500 ekor ;
Usaha peternakan kaikun yang memiliki jumiah
kurang dari 10.000 akor kalkun campuran
dengan minimal pemilikan 250 skor ;

Usaha peternakan burung dara YAang memiiiki
iumlah kurang dari 25.600 ekor burung dara
dengan minimal pemilikan 1.0030 skor

Usaha paternakan burung perkutut vang memiiiki
jumiah kurang dari 200 ekor induk burung perkutu*
dengan minimal pemilikan 50 ekor ;

¥
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(1)

Usaha naetarnakan bhurung puvuh vang memiiiki
iumiah  kurang dari 25.000 ekor burung puyuh
dengan minimal pemilikan 1.000 ekor :

lisaha peternakan burung waliet vang memiliki
iumlah  kurang dari 10.000 ekor burung walet
dengan minimal pemiiikan 500 ekor

tizaha neternakan  kambing / domba vang memiliki
iumiah kurang dari 300 ekor kambing / domba
dengan minimal pemilikan 50 ekor ;

Usaha petarnaskan sapi  potong vang memi¥iki
iumlah kurang dari 100 ekor sapi induk / sapi
dewasa vang digemukkan, dengan minimal pemilikan
10 ekor sapi potong campuran ;

Usaha peternakan sapi perah yang memi 1iki
jumiah kurang dari 10 ekor sapi laktasi dewasa
atau memiliki kurang dari 20 ekor sapi
perah campuran dengan minimal pemilikan 5 ekor
sapi laktasi ;

lisaha peternakan kerbau yang memiliki iumiah
kurang dari 75 ekor kerbau dengan minimal
pemilikan 10 ekor

tsaha peiternakan kuda yang memiliki ijumizh
kurang dari 50 ekor kuda dengan minimai
pemilikan 10 ekor

Usaha neternakan kelinci yang memiliki ijumiah

kurang dars 1.500 ekor kelinci dengan
minimal pemilikan 300 ekor ;

7

Usaha ernakan aniing yang minimal jumliah
o :

ekor induk aniing

Usaha pa2iernakan babi vang memiliki jumlah kurang
dary 125 ekor babi dengan minimail pemilikan &
ekor :

Jenis usaha dan batasan jumlah kepemilikan
peternakan rakyat lainnya ditetapkan oleh
Walikotamadva Kepaila Daerah.

BAR I1X
KETERNTUAN PENDAFTARAN

Pagal 3

Seiiap orang / RBadan Hukum vang melakukan
usaha petearnakan rakyat di Daerah sebagaimana
tersehut datam pasai 2 Peraturan Daerah ini
waiib memiliki Tanda Pendaftaran Usaha Paternakan
Rakyal




(2) Persyaratan dan Tata Cara pengajuan permohonan
untulk mempearocieh Tanda Pendaftaran lisaha
Peternakan Rakyat ditetapkan Lebih Lanjut oleh
Wa,ikotzamadya Kepala Daerah;

(3) Tands Fendattaran Usaha Petarnakan Rakvat
dikeiuari ' y Waiikntamadya Kepaia Daerah ;

(4) Ketentuan teknis usaha peternakan rakyat
diatur kemudian dengan keputusan
Walikotamardva Kepala Daerah.

Pasal 4

Setiap usaha peternakan rakyat, wajib
memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan di
bidang peternakan termasuk penolakan, pencegahan,
pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan
sesuai dengan ketentuan yvang berlaku.

RAB IV

JANGKA WAKTU TANDA PENDAFTARAN
USAHA PETERNAKAN RAKYAT

Pasal &

(1) Tanda Pendatfaran Usaha Paternakan Rakvat
sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah
ini beriaku selama 3 {tiga) tahun terhitung sejak
tanggal dikeiuarkan

{2) Petarnak wajib mendaftarkan kembali, apabila
tanda pendattaran usaha peternakan rakvat
vang dimiiikinva teiah habis masa beriakunya.

BAB V
BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6
Bgimbingan dan Pengawasan terhadap
pelaksanaan rendaftaran usaha peternakan rakyat
dilakukan oieh Dinas Peternakan Daerah dalam

bentuk langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7
(1) Usaha psternakan Yyang teliah memperoleh Tanda
Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyvat waiib
manvampaikan laporan secara berkala setiap 1

{ sata ;) tahun sekali mengenai kegiatan usahanyva;



(2)

Lanoran kegiatan Usaha Peternakan Rakyat
sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini
disampatkan kepada Kepala Dinas Peternakan Daerah.

BAR VI
BERAKHIRNYA TANDA PENDAFTARAN
USAHA PETERNAKAN RAKYAT

Pazal 8

Tanda Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat

berakhir karena -

(1)

(2)

jangka waktu yang diberikan telah berakhir ;
diserahkan kembali oleh pemegang Tanda Pendaftaran
Usaha Peternakan Rakyat kepada vyang bearwenang
sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir ;

dicabut oleh yang berwenang memberikan Tanda
Pendaftaran Usaha Peternakan Rakyat karena
pemagang Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat

vyang bersangkutan melakukan suatu pelanggaran ;
dicabut oieh vang berwenang memberikan Tanda
Pendaftaran tUsaha Peternakan Rakyat karena
Tokasi yang digunakan untuk usaha peternakan
rakyat tidak sesuai Tagi dengan perkembangan kota;

usaha peternakan rakyat tersebut menghentikan
kegiatannya.

BAR VII

KETENTLUAN RETRIBUSI

Pasal 9
Atas Pemberian Tanda Pendaftaran Usaha
Peternakan Rakyat, dikenakan retribusi ;
Besarnya retribusi Tanda Pendaftaran Usaha
Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) pasal ini adaiah sebagai berikut :

a. Usaha peternakan ayam petelor, dengan jumlah
pemilikan :

- diatas 500 ekor sampai dengan 1.000 ekor
sebesar Rp. 10.000,-

- diatas 1.000 ekor sampai dengan 2.500 ekor
sebesar Rp. 20.000,-



diatas 2.000 =kor
sabesar Rp. 35.000,-

sampai dengan 5.000 ekor

- diatas 5.000 ekor sampai dengan 10.000 ekor
sshasar Rp. 58.000,-

Usaha peternakan ayam pedaging dengan

jumiah pemilikan -

- diatas 300 ekor sampai dengan 500 ekor
sebesar Rp. 10.000, -

- diatas K00 ekor sampai dengan 1.000 ekor
sepbesar Rp. 20.000, -

— diatas 1.000 ekor sampai dengan 2.000 ekor
sebesar Rp. 320.000,-

- diatas 2.000 ekor sampai dengan 5§5.000 ekor
sebesar Rp. 40.000, -

-~ diatas 5.000 ekor sampai dengan 10.0006 ekor
sebesar Hp. 5G.000,~

- diatas 10.000 ekor sampai dengan 15,000
ekor sebesar Rp. 60.0006,~

Usaha peterrakan itik dengan jumisah pamilikan

- diatas 50C skor sampai dengan 1.000 ekor
sebrsar Rp. 10.000,-

-~ diatas 1.000 ekor sampai dengan 2.000 ekor
sebesar Rn. 20000, -

- diatas 2.200 ekor sampai dengan 5.000 ekor
sebesar Rp. 35.000,-

- diatas 5.000 ekor sampai dengan 10.000 ekor
sebesar Rp. 50.600,—

Usaha peternakan kaTkun dengan jumlah

pemilikan :

- diatas 250 ekor sampai dengan 2.500 ekor
sebesar Rp. 10.000,-

- diatas 2.500 ekor sampai dengan 5.000 ekor
sebesar Rp.15.000,~

- diatas 5.0G0 skor sampai dengan 10.0650 ekor
sebesar Rp. 20.000,;-



- g -

lisaha peternakan burung dara dengan jumliah
pemitikan :

~ diatas 1.000 skor sampai dengan 5.000 ekor
sehesar Rp. 10.000,-

~ diatas 5.0600 skor sampai dengan 15.000 ekor
sehesar Hp. 15.000,~-

-~ giatas 15.000 a2kor sampai dengan 25.000
ekor sebesar Rp. 20.000.,-

lisaha petarnakan burung perkutut dengan
jumiah pemilikan -

- diatas 50  ekor sampai dengan 1006 ekor
induk burung perkutut sebesar Rp. 20.000,-

- diatas 100 ekor samnai dengan 200 ekor induk
burung perkutut sebesar Hp. 30.000,-

- diatas 200 ekor dikanakan itambahan sebesar
Rp. 1D.000.- satiap 100 ekor induk burung
perkutut

Usaha peternakan burung puyuh dengan jumlah
pemilikan -

- diatas 1.000 ekor sampai dengan 5.000 ekor
csshesar Hp. 10.000,-

- diatas 5.000 ekor sampai dengan 15.000 ekor
sebassar Rp. 15.000,-

- diatas 15.000 ekor sampai dengan 25.000
ekor sabasar Rp. 20.000,-

~ha peternakan burung waiet dengan jumliah
Thiken

~ diatas 800 ekor sampai dengan 2.500 ekor
aebssar Hp. 10.00G, -

~ diatas 2.500 ekor sampai dengan 5.000 ekor
sebesar Rp. 15.000,-

- diatas 5.000 akor sampai dengan 10.000 ekor
sebesar Rp. 20.003,~

Ussha peternakan kambing / domha dengan
jumiah pemilikan

- diatas 50 ekor sampai dengan 75 ekor
sebesar Rp. 10.000,-

- diatas 75 eker sampai dengan 150 ekor
sebesar Rp. 15.000,~

~ diatas 150 ekor sampai dengan 300 ekor
sebesar Rp. 20.0CG0,-



Usaha peternakan sapi potong dengan jumlah
1

pemiitkan -

- diatas 10 ekor sampai dengan 25 ekor
sebasar Fp. 20.000,-

- diatas 25 ekor sampai dengan 50 ekor
sehpsar Rn. 30.000., -

- dimstas 50 ekor sampai dengan 100 ekor
sebesar Hp. 5D.000,-

bsanz peternakan sapi perah dengan jumlah

pemi iikan :

-~ oiatas 5 ekor sapi laktasi sampai dengan

10 ekor sebesar Rp. 20.000,-

- diatas 10 ekor sapi campuran sampai dengan
20 ekor sebesar Rp. 30.000,-

Usaha petarmakan kerbau dengan jumiah
pemilikan :

- diatas 10 ekor sampa’i dengan 25 ekor
sebesar Rp. 20.000,~

- diatas 25 ekaor sampai dengan 75 ekor
sebesar Rp. 30.000,-

Usaha peternakan kuda dengan jumlah pemilikan -

- diatas 10 ekor sampai dengan 25 ekor
sebesar Rp. 10.000,-

- diatas 25 ekor s=sampai dengan 50 ekor
sebesar Rp. 30.000,-

Usaha paetarnakan kelinci dengan jumliah
pemilikan -

- diatas 300 ekor sampai  dengan 750 ekor
sehbesar Bp. 140.000,~

- diatas 750 ekor sampai dengan 1.500 ekor
sebesar Rp. 20.000, -

Usana peternakan aniing dengan jumlah

pemilikan

~ diatas 25 ekor sampai dengan 50 ekor induk
aniing sebesar Rp. 20.000,-

~ diatas B0 ekor sampai dengan 100 ekor induk
anjing sebesar Rp. 30.000,-

iebih dari 100 ..........



(2)

(1)

(1)

- 1ebib dari 100 ekor dikenakan tambahan
sebesar Rp. 10.000,- setiap 50 ekor induk
aniing ;

p. tsaha peternakan babi dengan jumlah pemiliikan -

- diatas 5 ekor sampai dengan 25 ekor induk
babi sehesar Rp. 30.000,--

- diatas 25 ekor sampai dengan 50 skor induk
babi sebegar Rp. 50.000,--

- diatas 50 ekor sampai dengan 126 ekor induk
babi sebesar Rp. 100.000,—-

g. Uszaha peternakan tain termasuk usaha
nerdagangan binatang kasayvangan ( animai pet )
yang belum ditetapkan dalam huruf a sampai

dengan huruf » pasal 9 ayat (2) Peraturan

Daerah ini dikenakan retribusi minimal Rp.

10.006,~ dan maksimal Rp. 60.000,-
Pasal 10

Pelaksanaan penarikan retribusi dimaksud dalam
pasal 9 avat (2) Peraturan Daerah ini
dilakukan oieh Dinas Peternakan Daerah dibawah
koordinasi Dinas Pendapatan Daerah;

Hasil pungutan retribusi sebagaimana tersebut
pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas
Pemerintah Daersh.

RAR VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

Pealanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3 dan

4 Beraturan Daarabh  ini dikenakan pidana
kurungan seliama—-Tamanya 3 {tiga) bulan atau
darda seftinggi-fingginya Rp. &80.0600,- ( 1ima

puluvh ribu rupiah Y}

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada avat (1)
pasal ini adaiah pelanggaran:

AR X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 12

Seiain oleh Peiahat Penyidik Umum, yang bertugas
menvidik iindak pidana, atas pelanggaran tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
Peraturan Dasrah ini, dapat ijuga dilakukan oleh
Penvidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan
sesuai dengan peraituran perundang-undangan yang
berlaku ;

(2)



{2) Dalam melaksznakan tugas penyidikan para Pejabat
Penvidik sebagaimana dimaksud pada a2yat (1) Pasal
ini barwenang :

a. menerima laporar atau pengaduan  dari seorang
o adanva tingak pidana;

h. rneritama vada saat jtu ditempat
akukan pamariksaan;
C. berhant sesorang tersangka dan

memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. meliakukan penyitaan bsnda dan atau surat;

e. mengambil sidik jari dan meamotret sesorang
f. memanggii orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli vang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan npanghentian nenyidikan setelah
mendapat petuniuk dari penyidik memberitahukan
hal tersebut kepada Fenuntut Umum tersangka atau
keluarganya:

wd o

. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungiawabkan.

BAR X
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 13

tlsaha  Petsrnakan vang teiah meliakukan kagiatan

usahanva = T um ¥etantuan ini dikejuarkan
dalam waktu selambat--lambatnva 2 (dua) bulan
sateiah Feraturan Oaerah ini beriaku, waiihb
menyesuaikan daengan ketentuan dalam Peraturan Daerah
ini.
Bapg X1
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam

Peraturan Daerah ini sepanjiang mengenai pelaksanaannysa
akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 15 (..



Paraturan
diundangkan;

Agar 3at 1an
maemerintahkan pe
dengan penempatannva

Daerah Tingkat 1I RBurabs

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEFRAH

Daerah

lam tembaran Dzaerah

Pasal 15
ini heriaku

pada tanggal

dapat
Peraturan

mengatahuinya
Daerah ini
Kotamadya

Gitetapkan di S U R ARBAYA
Pada Tanggal 19 NOPEMBER 1996

WALIKOTAMADYA KEPAL A DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TINGKAT II SURABAYA

I

Ketua,
ttd. Tid.
H. HARJOS0O SOEPENO H. SUNARTO SUMOPRAWIRO
KGLONEL CHB. NRP. 22021
Disahkan dengan Keputusan Gubarnur Kepala Daerah Tingkat
Jawa Timur tanggal 19 Maret 1987 nomor 103 /P Tahun 1997.
An. GURERNUR XEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten #etataprajaan
tid.
Drs. MASDRA M. .JASIN
Pembina Utama Muda
NIF. B10 035 499
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1II

Surabaya Seri B Tahun 1897 tanggal 9 Juni 1997 Ncomor 2/8.

An. walikotamadya Kepaia Da=zrah
Tingkat 11 Surabaya

Sekretaris Kotamadya Daarah
tid.

Drs. CHUSNUL ARJFIEN DAMURI
Pembina
010 056 836
An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat IJ Surabaya

OH. FARUQ, S.H.
&4/ Penata Tk. I
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SALINAN

A.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1@ SURABAYA
NOMOR 20¢ TAHUN 19%6

PETERNAKAN RAKYAT
TINGKAT IT1 SURABAYA

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewani dan
kebutunan-kebutunan Jiain yang berhubungan dengan ternak, maka
Pemerintah Daerah periu melakukan usaha—-usaha untuk
meningkatkan hasil produksi, oleh karena itu Pemerintah

Daerah mengadakan pengaturan usaha peternakan rakyat.

S8elain hal tersebut diatas, usaha tersebut mempunyai
potensi perkembangan vang cukup pesat sehingga diharapkan
mampu mendukung Pendapatan Aslii Daerah Khususnva dari Sektor
Retribusi Uang lLeges.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terhadap
peternak, Pemerintah Dasarah periu mengadakan bimbingan dan

sekaligus pengawasan terhadap perkembangan usaha peternakan
rakyat.

PENJELASAN PASAL DEMI PARAL

Pasal 1

huruf a s/d k v Cuvup ialss

huruf h c Ainatang rexayangsn {1 animal pat )} adalah
ciratang Lesavangan vang tujuan
pameiiharaannya uniuk  kepuasan hatin,
Termasuk vpucidaya atau yang
drperjuainalikan / diperdagangkan .

huruf m s/d o : Cukup ielas

Pasal 2 » Cukup jelas

Pasal 3 s/d. 5 * Cukup ialas

Pasal & : Bimbingan, pembinasan dan pengawasan

Tangsung berupa ksgiatan bimbingan,
pembinaan dan  pengawasan yang dilakukan
di Tokasi kegiatan, Bimbingan, pembinaan
dan DENGAWASADN tidak langsung
barbentuk ponyvampaian tanggapan atas
laporan secara tertuiis maupun 1isan
dari petarnak kepada Dinas Peternakan
Daersh secara barkaia.

Pasal 7 s/d. 15  Cuku fas.
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